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 Pelaksanaan lelang Hak Tanggungan merupakan mekanisme penyelesaian 
kredit bermasalah yang memberikan hak kepada kreditur untuk 
memperoleh pelunasan melalui penjualan objek jaminan, tetapi 
pelaksanaannya tetap harus melindungi hak debitur. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan serta bentuk perlindungan 
hukum bagi debitur dalam gugatan terhadap Bank BCA di Pengadilan 
Negeri Serang. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa lelang harus memenuhi aspek materiil berupa 
hubungan utang-piutang yang sah dan keadaan cidera janji, serta aspek 
formil berupa kelengkapan dokumen, pemberitahuan kepada debitur, 
pengumuman lelang, dan penetapan nilai limit. Perlindungan hukum 
diberikan secara preventif melalui transparansi dan pemenuhan prosedur, 
serta secara represif melalui gugatan di pengadilan. Perkara Nomor 
68/Pdt.G/2026/PN Srg memperlihatkan penggunaan mekanisme gugatan 
untuk menguji kesesuaian eksekusi dengan ketentuan hukum. 
Perlindungan debitur tidak menghilangkan hak eksekusi kreditur, tetapi 
memastikan lelang dilaksanakan secara sah, transparan, dan sesuai 
prosedur. 
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PENDAHULUAN 

Kegiatan perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, 
salah satunya melalui pemberian fasilitas kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya 
merupakan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang dituangkan 
dalam suatu perjanjian kredit. Melalui perjanjian tersebut, bank berkewajiban menyediakan sejumlah 
dana sesuai dengan kesepakatan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam 
jangka waktu dan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, pemberian kredit 
mengandung risiko bagi bank karena terdapat kemungkinan debitur tidak memenuhi kewajibannya 
sebagaimana diperjanjikan. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada kreditur dalam hal 
debitur tidak memenuhi kewajibannya, diperlukan suatu lembaga jaminan. Salah satu bentuk jaminan 
yang umum digunakan dalam pemberian kredit perbankan adalah hak tanggungan. Berdasarkan Pasal 
1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-
Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada 
hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk menjamin pelunasan utang 
tertentu. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 
kreditur-kreditur lainnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5). 
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Kegiatan perbankan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi 
masyarakat, salah satunya melalui pemberian fasilitas kredit. Kredit yang diberikan oleh bank pada 
dasarnya merupakan hubungan hukum antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur yang 
dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Melalui perjanjian tersebut, bank berkewajiban menyediakan 
sejumlah dana sesuai dengan kesepakatan, sedangkan debitur berkewajiban mengembalikan dana 
tersebut dalam jangka waktu dan dengan persyaratan yang telah ditentukan. Dalam praktiknya, 
pemberian kredit mengandung risiko bagi bank karena terdapat kemungkinan debitur tidak memenuhi 
kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada 
kreditur dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya, diperlukan suatu lembaga jaminan. Salah 
satu bentuk jaminan yang umum digunakan dalam pemberian kredit perbankan adalah hak tanggungan. 
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang 
dibebankan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah untuk menjamin 
pelunasan utang tertentu. Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 1 angka 1 dan 
Pasal 5). 

Keberadaan Hak Tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan 
piutang dari hasil penjualan objek jaminan apabila debitur cidera janji. Pasal 6 Undang-Undang Hak 
Tanggungan memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila 
debitur cidera janji. Selain itu, pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur mengenai 
pelaksanaan eksekusi objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum berdasarkan kewenangan yang 
diberikan oleh undang-undang maupun berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat pada sertipikat Hak 
Tanggungan (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 6 dan Pasal 20).  Pelaksanaan lelang 
terhadap objek Hak Tanggungan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. 
Meskipun demikian, pelaksanaan lelang tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan 
ketentuan hukum yang berlaku. Proses tersebut harus memenuhi persyaratan dan prosedur yang telah 
ditentukan, termasuk mengenai dokumen persyaratan lelang, pemberitahuan kepada debitur, 
pengumuman lelang, serta tata cara pelaksanaan lelang. Saat ini ketentuan mengenai pelaksanaan lelang 
antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023).  Di sisi lain, pelaksanaan 
eksekusi Hak Tanggungan juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila debitur merasa 
bahwa lelang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang semestinya atau merugikan kepentingannya. 
Debitur pada dasarnya tidak kehilangan hak-haknya hanya karena memiliki kewajiban kepada bank. 

Debitur tetap memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tindakan eksekusi terhadap 
asetnya serta memperoleh perlindungan hukum apabila terdapat dugaan bahwa pelaksanaan eksekusi 
atau lelang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum 
terhadap debitur menjadi semakin penting karena objek Hak Tanggungan pada umumnya berupa tanah 
dan/atau bangunan yang memiliki nilai ekonomi dan sering kali merupakan aset yang sangat bernilai 
bagi debitur. Apabila objek tersebut dilelang, akibat hukumnya tidak hanya berkaitan dengan pelunasan 
utang kepada bank, tetapi juga dapat mengakibatkan hilangnya hak debitur atau pemberi jaminan atas 
objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepentingan kreditur untuk 
memperoleh pelunasan piutang dan kepentingan debitur untuk memperoleh kepastian serta 
perlindungan hukum dalam proses eksekusi. Salah satu persoalan mengenai pelaksanaan lelang objek 
jaminan dapat dilihat dalam kasus “Lelang Aset Disoal, Tiga Warga Gugat Bank BCA ke Pengadilan 
Negeri Serang.” Perkara tersebut menunjukkan adanya pihak yang mempersoalkan pelaksanaan lelang 
aset yang berkaitan dengan Bank BCA dan kemudian membawa persoalan tersebut ke ranah pengadilan. 

Kasus tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya pertemuan antara 
kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang melalui eksekusi jaminan dengan 
kepentingan debitur atau pihak yang berkepentingan untuk memperoleh perlindungan atas haknya. 
Permasalahan dalam pelaksanaan lelang tidak hanya dapat dilihat dari apakah debitur telah melakukan 
wanprestasi atau tidak, tetapi juga harus dilihat dari apakah kreditur telah melaksanakan hak 
eksekusinya sesuai dengan ketentuan hukum. Aspek seperti dasar dilakukannya eksekusi, status objek 
Hak Tanggungan, pemberitahuan kepada debitur, pemenuhan persyaratan lelang, pengumuman lelang, 
serta prosedur pelaksanaan lelang merupakan hal-hal yang penting untuk dianalisis guna menentukan 
apakah proses eksekusi telah memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. 



Didik Supartoyo (2026). 

Punggawa Law Review Vol. 1 No. 4 2026 
E-ISSN : 3125-0580 
 

 
 

220 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan lelang Hak Tanggungan berada 
pada posisi yang membutuhkan keseimbangan antara hak kreditur untuk mendapatkan pelunasan 
piutang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hak kreditur untuk mengeksekusi 
jaminan memang telah diberikan oleh undang-undang, tetapi pelaksanaannya tetap harus dilakukan 
berdasarkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kajian mengenai 
perlindungan hukum debitur terhadap pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan menjadi penting, 
khususnya dengan melihat penerapannya dalam kasus gugatan terhadap Bank BCA di Pengadilan 
Negeri Serang. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus 
pada pengkajian norma dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang objek Hak 
Tanggungan serta perlindungan hukum terhadap debitur. Penelitian dilakukan dengan menelaah 
peraturan perundang-undangan, literatur hukum, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 
perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 
perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai Hak Tanggungan dan 
pelaksanaan lelang, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 
Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan 
untuk menganalisis permasalahan hukum dalam gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan lelang 
terhadap Bank BCA di Pengadilan Negeri Serang, khususnya Perkara Nomor 68/Pdt.G/2026/PN Srg. 
Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer 
meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan serta putusan pengadilan yang menjadi objek 
kajian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi atau 
tesis, dan sumber kepustakaan lain yang membahas mengenai hukum jaminan, Hak Tanggungan, 
eksekusi, lelang, serta perlindungan hukum bagi debitur. Melalui metode tersebut, penelitian ini 
diarahkan untuk melihat apakah pelaksanaan lelang telah memenuhi ketentuan hukum, baik dari aspek 
materiil maupun aspek formil, serta bagaimana mekanisme perlindungan hukum dapat digunakan oleh 
debitur apabila terdapat dugaan pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam proses lelang. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah 
Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang 
lahir dari perjanjian kredit. Dalam hubungan tersebut, debitur mempunyai kewajiban untuk 
mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan ketentuan yang telah disepakati. Untuk 
menjamin pelunasan kewajiban tersebut, bank pada umumnya meminta adanya jaminan. Salah satu 
lembaga jaminan yang digunakan dalam kegiatan perkreditan adalah Hak Tanggungan. Hak 
Tanggungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah 
Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak 
Tanggungan, Hak Tanggungan merupakan hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, untuk pelunasan utang tertentu yang 
memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya. 
Hak Tanggungan memiliki sifat accessoir, artinya keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok 
yang menimbulkan hubungan utang-piutang. Dengan demikian, Hak Tanggungan tidak berdiri sendiri, 
melainkan berfungsi sebagai jaminan terhadap pelaksanaan kewajiban debitur berdasarkan perjanjian 
kredit. Apabila kewajiban debitur telah dilunasi, maka pada prinsipnya Hak Tanggungan juga tidak lagi 
mempunyai fungsi sebagai jaminan atas utang tersebut. Dalam praktik perbankan, permasalahan timbul 
ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Keadaan tersebut dapat 
menyebabkan terjadinya cidera janji atau wanprestasi. Apabila debitur cidera janji, kreditur pemegang 
Hak Tanggungan memiliki hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan 
ketentuan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan eksekusi adalah 
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pelaksanaan putusan hakim, pelaksanaan hukuman peradilan atau penjualan harta orang tua karena 
berdasarkan penyertaan. Hak tanggungan itu sendiri adalah hak jaminan untuk pelunasan utang, di mana 
utang yang dijamin harus merupakan utang tertentu (Jufri et al., 2020). 

Pasal 6 UU Hak Tanggungan memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan 
pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum apabila debitur cidera janji. 
Ketentuan ini dikenal sebagai parate executie, yaitu kewenangan kreditur untuk melakukan eksekusi 
berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Selain ketentuan Pasal 6, Pasal 20 UU Hak 
Tanggungan mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, objek Hak Tanggungan dapat dijual melalui 
pelelangan umum berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan 
demikian, lelang merupakan salah satu mekanisme eksekusi yang dapat digunakan kreditur untuk 
memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan (Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996, Pasal 20 ayat (1)). Namun, hak kreditur untuk melakukan eksekusi tidak berarti bahwa 
kreditur dapat menjual objek jaminan secara langsung tanpa memenuhi prosedur hukum. Pelaksanaan 
lelang harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saat ini pelaksanaan lelang diatur antara 
lain dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. 
Dalam pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan, terdapat beberapa tahapan yang harus 
diperhatikan. Pertama, harus terdapat dasar hukum yang jelas bagi pelaksanaan eksekusi, termasuk 
adanya hubungan utang-piutang dan keadaan debitur yang cidera janji. Kedua, kreditur harus memenuhi 
dokumen persyaratan lelang. Ketiga, debitur harus diberikan pemberitahuan mengenai rencana 
pelaksanaan lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keempat, dilakukan pengumuman lelang. 
Setelah persyaratan terpenuhi, lelang dapat dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh 
peraturan perundang-undangan. 

Pemberitahuan kepada debitur mempunyai arti penting dalam memberikan perlindungan hukum. 
Debitur perlu mengetahui bahwa objek jaminannya akan dilelang sehingga debitur memiliki 
kesempatan untuk mengetahui posisi kewajibannya dan mengambil langkah hukum atau penyelesaian 
yang dianggap perlu. Dengan demikian, pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan dalam penyelesaian 
kredit bermasalah harus memenuhi dua aspek. Pertama, aspek materiil, yaitu adanya hubungan utang-
piutang, Hak Tanggungan yang sah, serta keadaan cidera janji. Kedua, aspek formil, yaitu terpenuhinya 
prosedur eksekusi dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kedua 
aspek tersebut telah terpenuhi, pelaksanaan lelang pada dasarnya merupakan salah satu bentuk 
pelaksanaan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang. Sebaliknya, apabila terdapat 
permasalahan mengenai dasar utang, status jaminan, pemberitahuan, atau prosedur lelang, maka hal 
tersebut dapat menjadi persoalan hukum yang dapat dipersoalkan oleh debitur atau pihak yang 
berkepentingan. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan tidak hanya berkaitan 
dengan kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang, tetapi juga harus dilaksanakan 
dengan memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur proses eksekusi dan lelang (Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996, Pasal 6 dan Pasal 20). Hak kreditur untuk melakukan eksekusi tetap harus 
dilaksanakan berdasarkan dasar dan prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan. Debitur juga tetap mempunyai kepentingan hukum dalam proses pelaksanaan lelang 
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya ketentuan 
yang mengatur persyaratan dokumen, pembuktian mengenai cidera janji, pengumuman lelang, 
penetapan nilai limit, serta tata cara pelaksanaan lelang. Ketentuan tersebut diperlukan agar pelaksanaan 
lelang mempunyai dasar hukum dan dapat memberikan kepastian bagi para pihak yang berkepentingan. 

  

B. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Pelaksanaan Lelang Objek Hak Tanggungan 
Yang Berpotensi Merugikan Debitur Dalam Kasus Gugatan Terhadap Bank BCA Di 
Pengadilan Negeri Serang   

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan merupakan 
bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Meskipun Undang-Undang Hak 
Tanggungan memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan 
apabila debitur cidera janji, pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur 
hukum yang berlaku. Menurut teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, 
perlindungan hukum diberikan kepada setiap subjek hukum melalui dua bentuk, yaitu perlindungan 
hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif diberikan sebelum 
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terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan represif diberikan melalui mekanisme penyelesaian 
sengketa di pengadilan setelah terjadi pelanggaran hak. Dalam pelaksanaan lelang Hak Tanggungan, 
perlindungan hukum preventif bagi debitur diwujudkan melalui kewajiban kreditur untuk 
melaksanakan seluruh prosedur eksekusi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Lelang. Debitur berhak memperoleh pemberitahuan mengenai adanya wanprestasi, 
rencana eksekusi, serta pelaksanaan lelang terhadap objek jaminannya. Selain itu, asas transparansi dan 
asas kepastian hukum dalam pelaksanaan lelang menghendaki agar seluruh tahapan lelang dilakukan 
secara terbuka dan dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pengumuman lelang, 
penetapan nilai limit, serta penetapan jadwal lelang harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak 
menimbulkan kerugian bagi debitur. 

Dalam kasus gugatan terhadap Bank BCA di Pengadilan Negeri Serang, para penggugat 
menggugat PT Bank Central Asia Tbk., PT Balai Lelang Star, KPKNL Serang, dan BPN Kota Cilegon 
terkait pelaksanaan lelang atas tanah dan bangunan yang menjadi objek jaminan. Para penggugat 
meminta agar pelaksanaan lelang ditangguhkan dan menyatakan surat penetapan jadwal lelang yang 
diterbitkan KPKNL Serang tidak sah dan cacat hukum. Gugatan tersebut terdaftar dengan Nomor 
68/Pdt.G/2026/PN Srg. Dari sudut pandang perlindungan hukum debitur, gugatan tersebut merupakan 
bentuk perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh apabila debitur atau pihak yang 
berkepentingan merasa hak-haknya dilanggar dalam proses eksekusi Hak Tanggungan. Pengajuan 
gugatan ke pengadilan bertujuan untuk menguji apakah pelaksanaan lelang telah dilakukan sesuai 
ketentuan hukum atau terdapat cacat prosedur yang mengakibatkan kerugian bagi debitur.  

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bahwa prosedur lelang tidak memenuhi ketentuan 
hukum, misalnya terdapat kekurangan dalam pemberitahuan kepada debitur, ketidaksesuaian dokumen 
lelang, atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan lelang, maka pengadilan dapat memberikan 
perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Sebaliknya, apabila terbukti bahwa debitur memang telah melakukan wanprestasi dan seluruh prosedur 
eksekusi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan dan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023, maka pelaksanaan lelang pada prinsipnya merupakan 
pelaksanaan hak kreditur yang diberikan oleh undang-undang untuk memperoleh pelunasan 
piutangnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap debitur dalam pelaksanaan lelang Hak 
Tanggungan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak kreditur dalam mengeksekusi jaminan, 
melainkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan hak tersebut dilakukan secara sah, transparan, dan 
sesuai dengan prosedur hukum sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. 
 
KESIMPULAN 

Pelaksanaan lelang objek Hak Tanggungan dalam penyelesaian kredit bermasalah wajib 
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023. Proses eksekusi ini harus 
memenuhi aspek materiil (adanya hubungan utang-piutang yang sah dan kondisi wanprestasi/cidera 
janji) serta aspek formil (pemenuhan dokumen persyaratan lelang, pemberitahuan kepada debitur, 
hingga pengumuman dan penetapan nilai limit lelang). Perlindungan hukum bagi debitur diberikan 
melalui bentuk preventif (kewajiban transparansi dan pemberitahuan prosedur lelang) dan represif 
(melalui jalur pengadilan seperti Perkara Nomor 68/Pdt.G/2026/PN Srg di Pengadilan Negeri Serang). 
Gugatan tersebut merupakan upaya hukum sah bagi debitur untuk menguji apakah eksekusi aset oleh 
pihak bank telah sesuai prosedur atau terbukti cacat hukum dan merugikan hak-hak debitur. 
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